PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREN CANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Pos 2627 1Telp/Fax. (0752) 7754181

Jin. Raya Negara Km.7 Tanjung Pati Kec. Harau

NDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
AN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNA ANGGARAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGE

BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGG

NOMOR : ©7 / KEP/DP2KBP3A-LK/1/ 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan
langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-
purchasing, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

Anggaran 2026;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima

Puluh Kota.

Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 42806) ;

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4359) ;

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4400);




10.

|

12.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomorl2 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor Republik Indonesia 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang / Jasa  Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10 );




13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17),

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

| Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2025 Nomor 1),

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2025 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 5);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 119 Tahun
2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 119);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun
2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 39 Tahun 2025).

L.

18.

Membaca Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
. - 800/1.11.1/36/BPBJ-LK/1/2026 tanggal 20 Januari 2026
perihal Pengiriman Personil Pejabat Pengadaan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU

Menetapkan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

Nama - Rudi Febrnan, SH
NIP : 19941118 202312 1 012
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahl

Pertama




KEDUA . Pejabat  Pengadaan  sebagaimana Diktum  KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung

2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadan barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan
langsung untuk pengadaan jasa konsultans1 yang
bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah)

4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

KETIGA Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2026.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 21 Januar 2026

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA &\

WHDA REPDT/&S.ST, MM

NIP.19690717 198912 2 002

Tembusan:
1. Bupati Lima Puluh Kota
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota

4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Lima Puluh Kota
5. Yang bersangkutan
6. Arsip




